Per pust akaan Uni versitas |Indonesia >> U - Tesis (Menbership)

Dinamika konflik dan konsensus dalam pembahasan Undang-Undang
nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia= The dynamics of conflict and concensus
In the discussion of Law no. 8/2012 on elections in the House of
Representatives of Republic of Indonesia

Sri Kuncoro

Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail .jsp?d=20348593& | okasi=|okal

Tesisini menguraikan tentang proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) saat pembahasan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan sembilan fraksi partai politik
hasil Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat
Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai K ebangkitan Bangsa, Partai
Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Permasal ahannya adalah bagaimanakah proses tarik menarik kepentingan
politik antarfraksi tersebut yang menghasilkan konflik dan konsensus, khususnya
terkait dengan empat isu krusial yakni sistem pemilu, alokasi kursi per daerah
pemilihan, ambang batas parlemen, dan metode penghitungan suara menjadi
kursi. Setelah dilakukan lobi politik intensif antara Pimpinan DPR-RI dan
Pimpinan Fraksi akhirnyaisu sistem pemilu dan alokasi kursi per daerah
pemilihan pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat
sehinggatercapai konsensus, sedangkan isu ambang batas parlemen dan metode
penghitungan suara menjadi kursi pengambilan keputusannya dilakukan dengan
pemungutan suara.

Teori yang digunakan adalah Teori Konflik dari Maurice Duverger, Teori
Konsensus dari Maswadi Rauf, Teori Sistem Pemilu dari Ben Reilly, Andrew
Reynolds dan Miriam Budiardjo, Teori Partai Politik dari Miriam Budiardjo,
Sigmund Nuemann dan Alan Ware serta Teori Perwakilan dari Hanna Fenichel
Pitkin, Miriam Budiardjo dan Bintan R. Saragih. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis dan wawancara mendalam
dengan anggota fraksi yang terlibat dalam proses politik tersebut.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antarfraksi politik
dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI tidak mengindikasikan adanya
perjuangan ideologi politik, tetapi lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan
politik praktis semata-mata yang bersifat pragmatis dalam rangka meraih
kekuasaan secara demokratis melalui rekayasa UU Pemilu yang kompromistis.
Teori Konflik (sebagian), Teori Konsensus, Teori Sistem Pemilu, Teori

Partai Politik, dan Teori Perwakilan berimplikasi positif terhadap konflik dan
konsensus antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI.
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